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BUPATI ACEH TENGAH

Pahwa untuk melindungi populasi dan produldtifitas
ternak di Kabupaten Aceh Tengah sarta menjaga
kasshatan  masysrakat  veterinzer maka  perlu
pembatasan dan pengawasan ternak yang akan dibawa
ke luar daerah. Untuk itu  perlu  mendapat izin
berdasarkan hasil pemeriksazn, kesehatan, kebuntingan
dan kelayakan bibit,

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diabur dalam
Peraturan Daerzh,

Undang-undang Nemor 7 (Drt) Tahun 1556 tentang
Pernbentukan Dasrah  Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo.
Undang-undang  Nomeor 4 tehun 1974 tentang
Pempentukan Kabupaten Aceh Tenggara]
Undeng-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemarintahan  Dasrah {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomer &0, Tambahaa Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1599 tentang
Perimbangan  Weuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1599 Nomer 72, Tambahar Lembaran Negara Repuibtiic
Indonesia Nomor 3848},

Peraturan Pamerintah Momor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1927 Nomor 54 Tambahan Lembaran MNegara
Repuhlik indonesia Nomor},

Keputusan Menteri Datari Negarl Nomeor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan  Retribusi
Dagrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1957
tentang Pedoman tata Care pemeriksaan di Didang
Retribust Daerah/

. Keputusan Menteri Dalam Negsri Momor 119 Tahun 1998

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daarah.
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} Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTARG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KE LUAR DAERAH,

BAB T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan :

Gasrah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

Pemerintah adalsh adalah Pemerinteh Kabupaten Aceh Tengah, yang

terdiri atas Kepala Dasrah besarta Perangkat Dxarahnya;

Bupati adalah Bupati iceh Tangah;

wiakil Kapaia Daerah adalat wakil Bupati Aceh Tengah;

Pejabal adaiah pegawai yang dibert tugas tertentu dibidang retribusi

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daersh yeng

berlaky ;

Retribusi perneriksasn terak adalah ietribusi atas jesa pelayanan

pemeriksaan  ternak yang disediakan aoleh pemerintah  untuk

imendapatkan surat izin ternak yang diholehkan dibawa keluar dasrah;

. Sural pemeriksaan ternak  adalah surat yang dikeluarkan olgh
pemarintah kepada seseorang kelompok atau badan usaha sebagai
buktt telah dilakukan pemeriksaan dan dapat dibawa keluar daerah,

. Pemarikea edaleh tenaya ahli yang ditunjuk olah pemerintah untulk
melekukan pemeriksaan , ing dan kelay bibit;

Ternak adaiah sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba;

eluar daerah adalah keluar daerah Kabupaten Aceh Tengah;

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan olah Pemerintah Dacrah untuk kepentingar dan pemanfaatan

oleh orang ateu badan usaha.
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BAB IT
GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Retribusi atas pengeluaran surat izin temnak untuk dibawa keluar dasiah
berdasarkan pemeriksaan digolongkan sebagai retribusi jasa umurn.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang dilakukan atas penyediaan fasilitas
mrelipati @

a. Pemeriksaan kesehatan.

b. Pemeriksaan tidak bunting.

¢. Kelayakan bibit,

Pacal 4.



Pasal 4

Subyek retnbusi adalah badan usaha yang bergerak dalam perdagangan
ternak antar Kabupaten/Provinsi abau orany percrangaly yeng secars
isedentll menggunaksn jasa pelayanan pemeriksaan ternak Lnbuk
mempereleh surat fzin ternak dapat dibawa ke luar deerah.

BAB 111
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSE

Pasal 5

Ternak yang dibawa keluer dazrah hanya dapat dilakukan oleh badan
hukumfpedagang ternak antar Kabupaten/Provinsi  kscuali  orang
perorangan secara isedentil dilengkapl dengan surat kepemiliken ternak
atas nama sendirf dan surat pemeriksaan ternak dapat dibawa kefuar
daerah serta dibawa ke, fanggal dan keperluannya,

Pasal 6

Ternak yang dapat di bawe keluar duerah di kefuarkan surat izin
herdasarkan hasil pemeriksaan : tidak sakit, tidak bunting, fidak
dibutuhican untuk hibit dan dilengkapl dengan jenis ternak, umur, wama
bulu, bentuk tanduk serta signalemen lalnnya, di hawa ke, t@nggal
permberangkatan dan keperluannya.

Pesal 7

vemeriksaan temak dan pengeluaran izin dapat di bawa ke luar daerah
atas ternak tersshut adalah ates dasar sural kepsmiliken ternak milik
sendiri, bacan usaha, bukan milik orang lain.

Paosal &

Pungular dan hesarnya retribusi adalah setiap ekor ternak adatah
bardasarkan jenis temak.

- Sapi, kerbsu dan kuda Rp. 20.000,-ekor

- Kambing dan domba Rp. 10.000,-/ekor

Pasal 9

Bagi badan usaha atau orang perorangan yang membawa ternak ke luar
deerah wajib melapor di pos pemeriksaan (cek point) dan memparlihatlan
semua kalengkapan administrasi pengeluaran ternak yang bersangkutan.

Pasal 10

lumlah termak yang dapat dibawa keluar daerah sesual jatah yang telah
ditentukan oleh Pererintah Kabupaten Aceh Tengah dikitung herdasarkan

populasi tarnak setiap tahunnya,
BABIV........
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BAR IV
KETENTUAN PIDANA
Pesal 11

Waijib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuarigan daersh diancem pidana kururgan paling fama
& (enam) hulan dan atay denda sebanyak-hanyaknys Rp.
5.000.000,- {lima juta rupieh) dengan tidak merampas barang
tertenlu uniuk daerah;

Thadak pidana yang dimaksud pada ayat {1) adalah pelanggaran;
Apabila  tenadi  penshanan ternak akibat ketidak lengkapan
administrasi pengeluaran ternak maks semua biaya akibat penahan
tersehut di tanggung oleh pemilik tamak.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 12

Pejabat Pegawai Megeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah

daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidilk untuk melalukan

panyidilan tindal pidana di bidang retribusi dasrah sebagaimana
dimalksud dalam Undang-undang MNomor & Tahun 1981 tentang

Hukum dcara Pidana,

Wewanang penvidik sebagaimana dimaksud ayat {1) adalah ©

a. Menarima, mancari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tidak pidana di hidang retribusi daerah

agar keterangan atau laperan tersebut menjadi lengkap dan

Jelas;

Meneliti; mencari dan  mengumpulkan  keterangan mengenai

ofang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilaikukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi dasrah;

Meminta ketarangan dan dan bahan hukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindek pidana dibidang retribusi

daerah;

Memertksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dekumen

lain yang berkenasn dengan bndak pidana dibidang retribusi

daerah; :

. Melakukan untuk d bahan  bukii
pambulkuan,  p dan dokuman-dek fain, serts
malakukan penyitaan terhadap bahan bulti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksansan tugas
panyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan
ruanaan atau tempat pada sast pemeriksaan sedang berangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e);

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
ratribusi dasrah;

Memanggil erang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
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i. Menghentika



Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelanearan penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang

dapat dipertanggung jawabken.

{3)  Panyidikan sebagalmanadimaksud pada ayat (1) memberitahukan di
mulai penyidikan dan menyampatkan hasll penyidikan kepada
penunut umum, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor B tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan  berlakunya Psraturan Deerah ini maks semua Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur materl yang sama atau bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Fal-hal lain yang yang belum diatur dalam Peraturan Dasrah ini sepanjang
Irengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut cleh Keputusan
Bupsti.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oranq dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Persturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daersh
Kahupaten Aceh Tengah.

Ditetaplarmh; Takengon

us 2001

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 32
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